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INTISARI

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam
yang melimpah. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah
berupa sumber daya bahan tambang mineral dan batubara. Pertambangan mineral
dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan untuk melakukan usaha
pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah melalui sistem
perizinan, yaitu lzin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Perkembangan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah, adanya gugatan yang
diajukan kepada Mahkamah Konsitusi (MK), oleh para pengusaha tambang
terhadap salah satu pasal mengenai perizinan yang dianggap bertentangan dengan
Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 UUD 1945. Pasal yang dianggap bertentangan
tersebut adalah Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang
menentukan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan
luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus
ribu) hektare. Berdasarkan permohanan uji materi tersebut, Mahkamah Konstitusi
kemudian mengeluarkan putusan Nomor 25/PUU-VIII/2010 yang menyatakan
tidak sah terhadap Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sepanjang frasa “dengan luas paling
sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan”.

Akibat hukum terhadap pengusaha pertambangan setelah adanya Putusan
Mahkamah  Konstitusi Nomor  25/PUU-VIII/2010 adalah, pengusaha
pertambangan dapat memiliki wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)
eksplorasi mineral logam, dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu)
hektare, tanpa ada batasan minimal WIUP 5.000 (lima ribu) hektare, dengan
demikian pengusaha tambang di Provinsi DIY khususnya Kabupaten Kulon Progo
yang merupakan fokus penelitian dalam penelitian ini, yang mempunyai wilayah
usaha pertambangan (WIUP) kurang dari 5.000 (lima ribu) hektare, dapat
memperoleh IUP eksplorasi mineral logam. Dengan adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 25/PUU-VI111/2010, semakin mempertegas bahwa wilayah izin
usaha pertambangan di Indonesia mempunyai luas wilayah pertambangan yang
berbeda, sehingga pembatasan wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi
mineral logam minimal 5.000 hektare, hanya dapat menyulitkan para pengusaha
tambang untuk mendapatkan izin usaha pertambangan.



ABSTRACT

This research aimed to examine the law effect of the decision of
Constitutional Court number 25/PUU-VI111 / 2010 against the holder of the mining
permit and the impact of Constitutional Court decisions on economic
development. This type of research used in this research is a normative legal
research. Normative legal research is conducted legal research by examining the
library materials or secondary data. The approach used in this research is the
approach of law (statute aprroach). Statute aprroach is done by reviewing all laws
and regulations relevant to the legal issues. The theory used in this research is a
theory about the role of the state.

The results showed that the decision of the Constitutional Court number
25/PUU-VII1/2010 does not provide a significant impact on economic
development in Kulon Progo Regency. Based on Gross Regional Domestic
Product (GRDP) Data in Kulon Progo Regency period of 2005-2009 and the
2009-2013 period, it is known that the business sector contributed most to the
total GRDP formation Kulon Progo is the agricultural sector, while the mining
sector, including as a sector that provides the smallest contribution to the total
GRDP formation Kulon Progo. After the issuance of the decision of the
Constitutional Court which has the power of final and binding, not the discovery
of mining permit metal mineral exploration in Kulon Progo Regency, for granting
mining permit metal mineral exploration in Kulon Progo Regency given prior to
the issuance of the decision of the Constitutional Court Number 25/PUU-
VI11/2010. The legal consequences of the mining entrepreneur after the
Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VI111/2010 is, mining entrepreneur
can have a mining permit area metal mineral exploration, with a maximum area of
100.000 (one hundred thousand) hectares, with no minimum limit WIUP 5.000
(five thousand) hectares, thus the mining operators in the province who have less
than 5.000 (five thousand) hectares, can obtain a mining permit metallic mineral
exploration.

Keywords: Constitutional Court, Mining, Economic Development
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